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Sekilas Tentang Duduk Perkara

Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (“Putusan 91”), secara sederhana
dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker Lama”)
inkonstitusional dan masih tetap berlaku selama 2 tahun untuk diperbaiki.

Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023
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Apa yang harus diperbaiki?
Putusan MK 

91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

1. Memperbaiki UU PPP
dengan memasukkan metode omnibus
law;

2. Memperbaiki UU Ciptaker
Lama dengan memenuhi cara dan

metode yang pasti, baku dan standar
serta keterpenuhan asas-asas, khususnya
mengenai keterbukaan yang
menyertakan partisipasi masyarakat
yang maksimal dan lebih bermakna.
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

❑ Bukannya menjalankan perintah MK Nomor 91/2020 untuk memperbaiki UU

Ciptaker Lama, justru pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko
Widodo menetapkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja (“Perppu Ciptaker”).

❑ Penetapan perppu tentu mengandung konsekuensi bahwa tidak ada
keterbukaan dalam memperbaiki UU Ciptaker
Lama. Padahal, Perppu Ciptaker setidak-tidaknya mengubah 75 (tujuh

puluh lima) undang-undang yang normanya diubah, dicabut, atau ditetapkan

norma baru. Perppu Ciptaker memberikan dampak
yang masif, namun menutup ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi.
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Apa dalih Presiden dalam mengeluarkan
Perppu?

Dengan membandingkan Perppu Ciptaker dengan UU Ciptaker, diketahui bahwa
konsiderans huruf g Perppu Ciptaker merupakan alasan utama lahirnya perppu tersebut,

yakni permasalahan ekonomi global.
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Lebih lanjut, penjelasan bagian umum Perppu 2/2022 justru lebih
mengedepankan alasan prediksi krisis ekonomi global

yang akan terjadi di tahun 2023.
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Beralasan kah ketakutan tersebut?

Sejumlah lembaga negara 
justru “kompak” 

menunjukkan sebaliknya!

1.https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-

Bagus-2023 2.https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-

catatan-tim-kajian-ekonomi-brin

3.https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-

release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%

20harga%20bahan%20bakar

https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Perekonomian-Indonesia-Stabil,-Modal-Bagus-2023
https://www.brin.go.id/news/111239/perekonomian-indonesia-2023-diprediksi-masih-positif-begini-catatan-tim-kajian-ekonomi-brin
https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_250123.aspx#:~:text=Berdasarkan%20data%20Badan%20Pusat%20Statistik,dampak%20penyesuaian%20harga%20bahan%20bakar
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Bahkan, IMF (data yang digunakan oleh Perppu
Ciptaker) justru menunjukkan sebaliknya

International Monetary Fund justru memprediksi bahwa growth domestic product Indonesia pada

tahun 2023 lebih tinggi dari rata-rata negara maju, dunia, dan sesama negara
berkembang sekalipun.

Sumber: World Economic Outlook, 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Bahkan (lagi), Bloomberg (data yang digunakan
oleh Perppu Ciptaker) justru menunjukkan
sebaliknya

Indonesia menempati urutan ke-
14 dari 15 negara Asia yang
disurvei terkait dengan
kemungkinan resesi di 2023.
Persentase probabilitas Indonesia
terhadap dampak krisis ekonomi
hanya sebesar 3%, jauh lebih
rendah dari Jepang, China, atau
negara tetangga di Asia Tenggara
seperti Malaysia sekalipun.
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Putusan MK 
91/PUU-XVIII/2020

Penetapan 

Perppu 2/2022

Pengesahan 
Perppu 2/2022 

menjadi UU 6/2023

Apakah Presiden “membonceng issue”

atas prediksi ekonomi yang terjadi di

luar negeri?

Apakah Presiden sedang bermain-

main dengan konstitusi?

Apakah Presiden mencari-cari

alasan untuk menghindari

meaningful participation dalam

perbaikan UU Ciptaker Lama?



2|Alasan UU Cipta Kerja Harus Batal:
Cacat Formil yang Vulgar
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UUD 1945

14
denny@integritylawfirms.com

Pasal 22 UUD 1945:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang
memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti
undang undang.

(2) Peraturan Pemerintah itu harus
mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan
yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka
peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Apa makna atau kapan waktu
yang dimaksud oleh frasa

“ … dalam persidangan
berikut.” 

???

Perppu Cipta Kerja Tidak Mendapat Persetujuan Pada

Waktu dan Forum yang Ditetapkan dalam Konstitusi



UU PPP
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Penjelasan Pasal 52 ayat (1) UU PPP:

“Yang dimaksud dengan

‘persidangan yang berikut’
adalah masa sidang pertama DPR 

setelah Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang

ditetapkan.”



Putusan MK 43/PUU-XVII/2020
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Makna frasa ”Persidangan 
yang Berikut” Menurut 
Putusan MK 43/PUU-XVII/2020

Harus diartikan sebagai 
persidangan pengambilan 

keputusan oleh DPR seketika
setelah Perppu ditetapkan oleh 

Presiden dan diajukan kepada DPR.



PERATURAN DPR 

1/2020
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Salah satu wewenang DPR dalam Pasal 6 
huruf b Peraturan DPR 1/2020:

Memberikan
persetujuan atau

tidak memberikan
persetujuan terhadap

Perppu yang diajukan oleh 
Presiden untuk menjadi

undang-undang.
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Fakta Keterlambatan Persetujuan Perppu 

Ciptaker Menjadi UU

21 Maret 202330 Desember 2022 10 Januari 2023                      16 Februari 2023

Kewenangan DPR untuk memberikan persetujuan/tidak 

memberikan persetujuan atas Perppu Ciptaker

Validitas daya berlaku Perppu Ciptaker

Hilangnya kewenangan DPR untuk memberikan 

persetujuan/tidak memberikan persetujuan atas Perppu 

Ciptaker dan hilangnya validitas daya berlaku Perppu 

Ciptaker

Pengundangan
Perppu Ciptaker

Masa sidang berikut setelah Pengundangan Perppu 
Ciptaker (Masa Sidang III Tahun 2022-2023 DPR RI)

Persetujuan DPR 
atas Perppu Ciptaker

Pengundangan Perppu 
pada masa reses



Fakta tidak adanya Ihwal Kegentingan Memaksa (1/3)
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❑Poin konsiderans dan penjelasan bagian
umum antara UU Ciptaker Lama dan
Perppu Ciptaker sama persis!

❑ Akal-akalan alasan ekonomi. Faktanya
ekonomi Indonesia stabil, dibuktikan
dengan data-data sebagaimana dalam slide
10 & 11.

❑Artinya tidak ada kebutuhan hukum
mendesak.

Pertama, Tidak Ada Kebutuhan Hukum yang

Mendesak untuk Diselesaikan Secara Cepat.
Sehingga, Perppu Ciptaker Tidak Pantas untuk
Dibentuk.
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Fakta tidak adanya Ihwal Kegentingan Memaksa (2/3)
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❑Putusan MK 91/2020 tidak membatalkan
Cipta Kerja secara langsung melainkan
tetap berlaku setelah perbaikan 2 tahun;

❑11 (sebelas) kluster dengan 75 UU masih
tetap berlaku sampai 2 tahun ke depan
hingga UU Ciptaker diperbaiki; dan

❑Artinya tidak ada kekosongan hukum
karena sudah ada hukum yang mengatur.

Kedua, Tidak Terdapat Kekosongan Hukum
(Rechtsvacuum) yang Harus Dijawab Dengan
Perppu Ciptaker

denny@integritylawfirms.com

Sumber: Mojok.com



Fakta tidak adanya Ihwal Kegentingan Memaksa (3/3)
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❑Sejak Putusan MK 91/2020 Presiden
maupun DPR tidak memiliki iktikad
maupun niat baik untuk memperbaiki ;

❑Waktu yang diberikan MK selama 2 tahun
untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama,
merupakan waktu yang lebih dari cukup.

❑Artinya tidak ada alasan keterbatasan
waktu, merupakan akal-akalan Pemerintah
dan DPR.

Ketiga, Presiden dan DPR memliki waktu yang cukup

untuk memperbaiki UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 (UU
Ciptaker Lama)

denny@integritylawfirms.com
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Model Legislasi Kebijakan Ciptaker, Seperti 

Zaman Orde Baru (Executive Heavy)?

❑Pembentukan Perppu yang dilakukan tanpa
memperhatikan ihwal kegentingan
memaksa, menabrak Putusan MK
91/2020, akan menciptakan preseden buruk bagi

ketatanegaraan Indonesia.

❑Kebiasaan buruk membentuk Perppu tanpa
memperhatikan ketentuan yang berlaku akan

merusak sistem check and balances dan

ketatanegaraan Indonesia.

❑Perppu merupakan way out yang disediakan oleh

konstitusi ketika kondisi tertentu
(mendesak/genting) terjadi, bukan ketika

kehendak Presiden tidak dapat dipenuhi dalam waktu
singkat, kemudian menerbitkan Perppu.



3| Catatan Kritis atas Dhaif-nya Pertimbangan

Hukum Mahkamah Konstitusi 
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Secara umum, terdapat 4 (empat) poin utama
yang menjadi Pertimbangan MK atas judicial

review UU Ciptaker Baru Perkara 54/PUU-XXI/2023 :

1. Tafsir frasa “persidangan yang berikut”

2. Penilaian mengenai kegentingan memaksa
dalam menetapkan Perppu

3. Kewajiban dalam menerapkan meaningful
participation untuk memperbaiki UU Ciptaker

Lama

4. Karakteristik executive heavy dalam model

legislasi UU Ciptaker Baru
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1. Kekeliruan MK dalam menafsirkan frasa “Persidangan yang Berikut”

Makna “Persidangan yang Berikut” dalam Pertimbangan

Hukum Putusan MK 43/PUU-XVIII/2020: Meminta
Seketika setelah Perppu ditetapkan oleh presiden dan

diajukan kepada DPR.

Putusan MK 43/PUU-XVIII/2020
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023

Makna “Persidangan yang Berikut” dalam Pertimbangan

Hukum Putusan MK 54/PUU-XXI/2023: Penambahan
waktu, dan diperbolehkan dalam 2
(dua) kali Masa Sidang.

Tafsir Serampangan
Mahkamah Konstitusi!
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2. MK Gagal Membangun Argumentasi yang Logis Ihwal Kegentingan
Memaksa dalam Penetapan Perppu Ciptaker

Benarkah Ekonomi RI 'Genting' Hingga
Perlu Terbit Perppu Cipta Kerja?

Pertimbangan Hukum 
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 417 

FAKTA
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Sesat Pikir MK: Menyatakan Pengujian Perppu di DPR
adalah Final?

Pertimbangan yang demikian tentu sesat
pikir, karena secara tidak langsung

menghapus kewenangan MK
untuk menguji kepatuhan Presiden atas

parameter kegentingan memaksa.

Pertimbangan Hukum 
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 415
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Bagaimana mungkin checks and balances terjadi jika
pengujian parameter kegentingan memaksa dalam

menerbitkan Perppu dilakukan oleh parlemen dengan
konfigurasi politik seperti ini?

Menurut penjelasan bagian umum UU
MK, tujuan lahirnya MK adalah:

Catatan: konfigurasi partai politik di parlemen pada saat pengesahan
Perppu Ciptaker

Partai
Jumlah 

Kursi
Persentase Keterangan

PDIP 128 22% Koalisi Pemerintahan

Golkar 85 15% Koalisi Pemerintahan

Gerindra 78 14% Koalisi Pemerintahan

Nasdem 59 10%
Mulai meninggalkan koalisi 

pemerintahan

PKB 58 10% Koalisi Pemerintahan

Demokrat 54 9% Oposisi

PKS 50 9% Oposisi

PAN 44 8% Koalisi Pemerintahan

PPP 19 3% Koalisi Pemerintahan

Total 575 100%

471 82% Dengan Nasdem

412 72% Tanpa Nasdem

Total 

Pendukung 

Presiden
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3. MK Melakukan Pembangkangan Konstitusional
(Constitutional Disobedience)

DPR dan Presiden tidak benar-benar
menjalankan Putusan MK 91/2020,

yang memerintahkan untuk memperbaiki tata cara
pembentukan UU Cipta Kerja terutama dengan
melibatkan partisipasi publik yang bermakna
(meaningful participation).

Pilihan menerbitkan Perppu, jelas
menghilangkan konsep meaningful
participation. Anehnya, hal demikian

dibenarkan oleh MK.

Pertimbangan Hukum 
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 420 
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4. MK tidak memandang UU Cipta Kerja Baru sebagai Model Legislasi
yang bercorak Executive Heavy

Bagi MK, pelibatan DPR dalam pengesahan Perppu menjadi
undang-undang telah menghilangkan corak executive heavy dan
otoriter dalam proses pengundang UU Ciptaker Baru.

Penilaian MK tentu sangat normatif dan menutup mata
atas konfigurasi partai politik pendukung
Presiden di DPR.

Pertimbangan Hukum 
Putusan MK 54/PUU-XXI/2023, halaman 423 



4| Silang Pendapat (Dissenting Opinion) 

Hakim MK
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Tidak terbantahkan lagi, perubahan komposisi hakim 

konstitusi mempengaruhi komposisi putusan (1/2)

Komposisi hakim dalam putusan JR UU Ciptaker Lama

Menyatakan UU Ciptaker
Lama Inkonstitusional

Menyatakan UU Ciptaker
Lama Konstitusional



33
denny@integritylawfirms.com

Tidak terbantahkan lagi, perubahan komposisi hakim 

konstitusi mempengaruhi komposisi putusan (2/2)

Komposisi hakim dalam putusan JR UU Ciptaker Baru

Menyatakan UU Ciptaker
Baru Inkonstitusional

Menyatakan UU Ciptaker
Baru Konstitusional
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• Jika Presiden meyakini terdapat kondisi “kegentingan yang
memaksa”, seharusnya yang secara konstitusional berhak
dilakukan oleh Presiden adalah menetapkan Perppu
tersendiri hanya untuk mengatasi kondisi “kegentingan yang
memaksa” selain juga tetap berfokus untuk menghasilkan
perbaikan pembentukan UU Ciptaker Lama sebagaimana
diperintahkan Putusan 91.

• Frasa “persidangan yang berikut” harus dipahami sebagai
batas akhir dari keberlakuan suatu Perppu dan tidak ada
pilihan lain bagi DPR. Jika mendapat persetujuan DPR, maka
Perppu ditetapkan menjadi undang-undang. Jika tidak,
maka seharusnya Perppu harus dicabut dan tidak ada tafsir
konstitusi lain.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams



35
denny@integritylawfirms.com

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Saldi

Isra

Merupakan konsekuensi logis pembahasan setuju
atau tidaknya Perppu menjadi undang-undang di
DPR harus dilakukan pada kesempatan pertama
persidangan DPR berikutnya, atau masa persidangan
pertama ketika DPR bersidang kembali.

Frasa “persidangan yang berikut” sesungguhnya
mengandung prinsip pembatasan waktu, yaitu hanya
pada masa persidangan pertama setelah Perppu
ditetapkan oleh Presiden. Persetujuan yang dilakukan
di masa-masa sidang lainnya akan mengingkari sifat
kesementaraan dari Perppu dan bertentangan dengan
prinsip kepastian hukum. Sehingga, frasa
“persidangan yang berikut” harus dimaknai terbatas
pada masa sidang pertama dan seketika setelah
Perppu ditetapkan.
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Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Saldi

Isra (Lanjutan …)

Tindakan pembentuk undang-undang tersebut
jelas-jelas bukan merupakan tindak lanjut dari
Putusan MK 91/2020.

Apabila penerbitan Perppu Ciptaker diterima
dan dinilai sebagai tindak lanjut Putusan 91,
maka dikhawatirkan di kemudian hari menjadi
preseden buruk untuk mempercepat
pembentukan dan perbaikan dari suatu
undang-undang tanpa melibatkan DPR.
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Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Enny
Nurbaningsih, dan Saldi Isra masih konsisten
dalam memberikan tafsir atas frasa
“persidangan yang berikut”.

Bahkan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
dah Saldi Isra telah berfikir futuristik atas
kemungkinan terulangnya model legislasi UU
Ciptaker Baru untuk mengakali perintah MK.
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• Tindakan mengeluarkan Perppu Ciptaker
sebagaimana disahkan menjadi UU Ciptaker Baru
merupakan langkah “ketidakpatuhan” terhadap
perintah MK. Sehingga UU Ciptaker tidak relevan
untuk dinilai konstitusionalnya. Seharusnya MK
mengeluarkan putusan provisi guna memerintahkan
pembentuk undang-undang agar melaksanakan
Putusan 91.

• Seharusnya permohonan para Pemohon dinyatakan
prematur dan Mahkamah mengeluarkan putusan
provisi yang memerintahkan pembentuk undang-
undang untuk memenuhi amar Putusan 91.

Hakim Konstitusi Suhartoyo
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Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Suhartoyo
memang tidak sesuai dengan harapan Para Pemohon
untuk membatalkan UU Ciptaker Baru. Namun,
dissenting opinion merupakan tamparan bagi
pembentuk undang-undang, termasuk Presiden,
karena Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi
UU Ciptaker Baru tidak dianggap sebagai perbaikan
UU Ciptaker Lama sebagaimana diperintahkan oleh
Putusan 91.

Tamparan Keras Bagi Pembentuk
Undang-Undang?

Bagi Hakim Konstitusi Suhartoyo, UU Ciptaker Baru
tidak menghapus perintah pembentuk undang-undang
untuk memperbaiki UU Ciptaker Lama dengan
meaningful participation.
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Meskipun pada dasarnya dissenting opinion ini
sepakat untuk menyatakan bahwa UU
Ciptaker Baru inkonstitusional dan tidak
sesuai dengan perintah Putusan 91, ke-empat
Hakim Konstitusi tersebut luput dalam
memberikan penilaian bagaimana sifat
executive heavy atas proses legislasi UU
Ciptaker Baru.
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Sebenarnya masih ada “sisi terang” dari Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 yang terletak di dissenting
opinion.

Namun, secara praktik dissenting opinion tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat
bagi masyarakat dan hanya dijadikan bahan diskusi akademik.



Kesimpulan
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➢ Terbukti dan Tidak Terbantahkan, Persetujuan
terhadap Perppu Ciptaker yang kemudian
disahkan menjadi UU, dilakukan di luar masa
sidang yang tepat.

➢ Presiden gagal membuktikan ihwal
kegentingan memaksa dalam penerbitan
Perppu Ciptaker. Bahkan, penerbitan Perppu a
quo terbukti melanggar Putusan MK 91/2020.

➢ Putusan MK Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang
Uji Formil UU Ciptaker, adalah Putusan lobi
politik, bukan putusan hukum.
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